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DUPATI HATUNA,

Babiwe  unluk  menjarmin erlaksananyve upsve
Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anake i
Kabupaten Natuna perlu dibentuk lembaps yang
Indeperden untuk melaksanakan tugas Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

. bahwa di wilayah Kabupaten Nabana masih terdapat

banyak anak vang perlu mendapat Perlindungan dari
berbagai macam bentuk tindak kelkerasan, ekaploitasi
dan  keterlantaran serta  perlu mendapatkan
kesempaian sclussnya unluk kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang secara wapar, bak sccam
hsik, mental, maupun sosial,

o, babhwa bordazarksn pertimbenosn schapaimans

dimaksud dalam huraf & dan hurul b diatas perlu
ditetapkan  Peraturan Bupat tentang Komisi
Pengawasan dan Perlindungan Anak  Daerah
Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1979 tentang
Kesejahtersen Anak (Lembaga Negara Republik
Indonesia  Tahun 1979 Nomor 32 Tembahan
Lombwaran Nepara Republik Indonesia Nomor 2143 J;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak [Lembaran Negara  Hepubbk
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 2668);



J.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Pelalawan, EKabupaten
Rolkan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Stanfan Singingi dan kofa Betam (Lembaran Negarn
Republik  Indemesfa  Tohun P99 Nomor 1851,
Tambmhan Negama Republiik Indoonesia Nomor 3902)
sobagaimana  twelah  diubabh  beberapakali  terakhir
denean Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2008
tentang  Perubsban  Ketips  atas Undang-Undang
Momer 53 tzhun 1999 tenlang  Pembentbukan
Kabupaten Pelalawan, HKabupaten Rokan Hulw,
Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natunas, Kabupaten Kuoantan
Bingingi dan Kota Batamn [Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2008 Nomor 107 , Tambahan
Lemharan Hegam Repuihlik Indonesia Momor 4580,

4. Undane-Undang Nomor 25 Tshun 2002 lenang
Pembentukan Provimsa Kepulauian Riaw {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesan
Nomor 4237);

5 Undung-Undang Normor 23 Tebun 2004 entoanyg
Penghapnsan  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga
{Lembaran Megurs  Republik Indoneass Tahun 2004
Nomor 95, Tambohan Lembaran NMNegara Republik
Trdomesia, Nomor $419);

6, Undang-TUndang MNomor 25 Tehun 2004 {entang
Bislemn Perencanaan Pembangiiran WastonAl
(Lembaran Negara Republbk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahsan Lembaran Nepanrz Repobidilk
Indonesia Nomor 442 1});

7. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 fentang
Pembentukan Peraturan FPocrundang-Undangan
iLembaran Wegara Republik Indenesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Trrchonesia Nomor 5234),

8, UIndang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pernerintzihan Daerah (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 2557);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 leniang

Perunbahan atas Undang-undang Nomor 232 Tabum

2002 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara

{ Repuibiik  Tnedonesia Tahun 2014 Nomor 297,

.' PARAF MODRDIRAS! Tamnbuhan Lembaran Negara Republik Indeonesia
E"-FE'T‘H SLHA : Numor 5604a);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tenlang
Useha Kescjahtcraan Ansk DBagl yoang Mcmpunyai
Masatah | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 2, Tambaban Lembaran Negura
Rcpublik Indonesia Nomor 3367);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 2006 tentong
Penyelenpgaraan dan Kerjasama Pemuliban Korban
Kekcrasan Dalam Rumeh Tangpa { Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2006 Nomer 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $604 §;

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahuan 2007 tenlang
Pelaksanaan Pengangkatan Amak { Lembaran Negars
Republik  Indonesia Tabun 2007  Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomnesis
MNomor 4768 };

13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 2008 tentang
Tata {ara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu hagi
Haksi dan/ atan Korban Tindelk Pidana Perdagangan
Orang | Lembaran Negars Republik Indonema Talmmn
2008 Momor 22, Tambahan Lembaran Negata
Repubdik Tndonesin Nomor 4818}

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak [ Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 1990 Nomor 57 §;

15.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasionul Penghapusan Bentuk — bentuk
Pekerjaan Terburnus Uniuk Anak;

16.Keputusan Presiden Nomor RB7 Tehun 2002 tenlang
Rencana Aksi Nasiomal Penghapusan  Elksploitast
Selaual Knmersial Anale;

17.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Wasional Penghapusan Perdagangan |
Trafficking ) Perempuan dan Analk;

18 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2083 tentang
Knmisi Perlindungan Anak lndencsia;

16 Peralumsn Daerah Provinst Kepulauan Riau Nomor 12
Tahun 2007 tentanp Penghapusan  Perdagangsn
Perempuan dan Anak [ Trafficking] | Lembaran Dacrah
Provingi Kepnisuan Riau Tabun 2007 Nomor 12);

20, Peraturan Daerah Provinsi Hepulauwsan Risu Momer 7
Tahun 2010 tentsng Penyelenggaraan Perlindungan
Anak | Lembaran Daergh Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
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21 . Peraturan daerah Kabopaten Natuna Nomor 8 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
Lembarsn Daegab Kabopaten Natuna Tabun 2014
MNomor & §;

MEMUTUSKAN :

Menetaplan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI PENGAWABAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH EABUFATEN NATUNA

BABIX
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
o Dalam Peraturan Bupati ini dimakstd dengan ¢
i. Kvumisi Penpawasan dan Perlindungan Anak Daeran
Kabupaten Natuna vwang selanjuinya disingkat
dengan KPPAD adalah lcmbaga yang dibentulk

denigan mijuan untuk merpelekiilkan
penyelenpearaan perlindungan Anak di Kabupaten
Natuna.

2.  Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupatcn
Natina.

3. Dewan Perwakilan Rukyat Daerah selanjutnya
drsehut DPRD adalah DPRED Rubupaten Netuna.

4, Bupati adalah Bupati Naruna.

5. Sckretariat  Dmerah  adalab  SBekretariat | Puaserah
Kabupaten Natuna.

.  Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindumgan
Anak Daerah selanjulnys disebut Sekretariat KFPAD
adalah Satuan Urganisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Pengawasan dan Perhindungan Anak Daerah
Kabmpaten Matuna.

7. Sekretaria KPPAD adalah Pojabut Yang Memimpin
sekretariad KPPAD.

4. ‘Tenaga Ahl adalah Seseorang yang memiliki
keahlian tentang anak dalam Bidang huloumn, Bidatyg
Kezehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Peikalogi.

0. HKomisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Dacrah
R oy acdalah Lembapa Dacrah yang independen.
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BAB N
PEMEBENTUHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPPAD Kabupaten
Nahmsa vang berkedudukan di Kabupalen NMatuna,

Pagal 3

KPPAD mempuinyai tugas :

a. Melalukan Sosialisasi seluruh ketentinan perunduang
- undangan vang berkaslan dengan perlindungan
anglk;

b. Mclakukan pengawasan techadap pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan Hak Ansk;

c. Memberikan masuksn  dan usulan  dalam
perumusan  kebijakan  tenvang penyelengearaan
Perlindungan Anals

d. Menpumpulkan data dan  Teformasi | mengendi
Perlindungan Anak,

. Menerima dan melakukan  penclsaban atas
pengaduan Masyarskal mengenai polanggaran Hak
Anal

f.  Melakuksn mediasi atas scngkets pelanggaran hak
ansalk;

g.  Melakukan kerja sama dengan lembaga  vang
dibentuk Masyarakat di bidang Perfindungan Anak;
dan

h. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang
adanya dugaan pclangparan  lerhadap Undang-
Undang 1.

Pasal 4

Angeota KPPAD berasal dan Unsur !
Pemerintah; dan/atau

Tokoh Agama; danfatan

Tokoh Masyarakat; dan fatau

Organizast Sosial; dan fatau

Orpanigasi Kemasyarikalyan; danfatau
Orgamisasi Profesi: dan/atau

Lembaps Swadaya Masyarakat: dan/atan
Dunia Usaha; danfalag

Eelompok Masyarskat yvang peduli  ierhadap
perlindungan anak.
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Pasal 6

Angeota KPPAD dan unsur Pomoenntah melhiputs ;
. Pegawal Nepen sipil; ata

b. Anggota Polisi; ataw

¢ Angpgota TN

Pazal 6

KPPATD berangpolakan 5 (hma) orene, leodird duar:
a. 1 [satu} orang Ketua;
b, 1 [gata} orang Wakil Ketua; dan

c. 3 [satu] orang Angeola.

Pa=sal 7

Pengisian Jabatan dalam XPPAD sebagaimana dimaksud
dalzim Pasal 6, dipilih dan dilaksanakan oleh para
anggola KPPAD,

Fasgal 8

Anggota KPPAD disnglkat untuk masa jabatan 3 [ hma )
tahun dan dapat diangkar kembali.

BAB IIT
PENGANGEATAN DAN PEMBERHAENTIAN

Pasal 9

Kcanppotaan KPPAD disnghkat dan diberhenbiloan olch

Bupati seielah mendapat perbmbangan Dewasn
Perwalalan Rakyat Dacrah Kabupaten Natuna,

Pasal 10

Anggota KPPAD dinvatakan berbenti karema ;

Telah beralchir masa Wppsaya; dan fataw

Atas permintaan sendirg; dan/ atau

Telab merngadi Angpora Pattai Politilk; dan/ atan

Mcncalonkan dim schagai anggota epslabf; danf

alat

Mencalonkan diri sehagai Kepala Daesrah dan/ alzsu

Wakil Kepala Daerah; dan/ atau

Meninggal dunia; dan/ ataa

g  Khusus untmk angeota vanp herasal dari unsur
pemerintah memasuio usia poosiun.
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Pasal 11

{1} Dalam hal Pegawes Megeri Sipil/anggota TN duduk
dalam keanggotasn KPPAD  sebagni  unsur
Pemerintah, Pegawai Weperi Sipil, Anggota Polis,
Anpgota TNI, yang beresnpkutan diberhentikan
dari jabatan orpanikoya  tanpa kehilangon
stalusiys sebapai Pegawal Negeri Sipil/ anggota
Polisi/ anggota TNL

(2) Pegawai Negeri Sipil/anegoia Polisifanggota TNI
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dinaikkan pangkainya sctap kel setingkat lebih
tinggi lanpa  terikat jenjang  pengkat, sesuai
dengan kelenfuan peraturan petundanpan-
undangan,

(3] Pegawai Neperi Sipil sehagaimana dimaksud pacda
ayat (1] diberhentikan dengan hormatl sebagai
Pegawai Negoeri Sipil/anggota TN apabila {elah
mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-
hek kepegawninnnya sceual dengan kKetenfuan
peraluran pernindangan-undangan.

BAR IV
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPAD

Pasal 12

Pupati mengangkat Panilin Seleksi anggota KPPAD
vang heranggotakan scbanyak-benyakmya 7 (tujub)
GIEILE.

Paszal 13

Susunan Panitia Seleksi KPPAD tordin dari ©
a. 1 [saia) orang Kelua;

b. 1 (satu) orang Sekretaris,

¢. & {lima ) orang Anggola.

Pazal 14

Ketus dan Angeota Panitia Scleksi Anggota KPPAD
berasal dag :

a.  1{satu) orang unsur PFemerinlab; danfatan,

b, 1{satu) orang lokoh agama; danfalau

¢. lisatu} orang tokoh masyarakat; dan/atau

1{satu} orang vrpanisasi kemasyarakalan:dan/atan
1{sotu) orang Organizast Profesi; dan/atau

1{sat) orang Lembaga Swadaya masyarakat;
danfatau

g, 1[saly) orang dunia usaba.
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Pasal Io

Panitia mengumumkan secarn luas selelesi Calon
Angpole RPPAD melalol media massa cetall dan
elektrnik, surat edaran serta media lainnya,

Penpgumumarn selelesi Anggala KPFPAD}
mencantumlcan :

8. Persyaralan calon;

h. Wala pengiriman berloas;

¢ Waktu melskssonnlzan sclelst; dan

d. Wakm selcksi kelagyekan dan kepatutan oleh

KiPPATL

Pasal 16

Persyoaralan Codow GIUTAD mclipuli

=

o .

=L

[i)
(2]

3

43

(2]

(3)

Berpendidikan selmrang-kurangnya SLTAS
Sederajat;

Doriisia mammal 30 badrug

Mendapat persetujuan darl inslensi/ organisasi [
lembaga yang hersanghutan;

Sclied jasmiani dan rohani

Tidak sedang menjalani proscs hukum karena
kasns pidanas

Tidalk schagar anpgpoia paital politik;

Berdormisili di Kabupaten Natuna;

Bersedia aktif sehagai anggota KFPAD.

Pasal 17

Faniliia melaloalean Fuermeiin Sanii seluruah
kelengkapan Administrasi calon anggota KPPAD,
Crlon  enggota  vang  berkesnya  tidak  lenglap
dan/atau Louk memenuhi Persyamalun dimyatakarn
Eaguar.

Seluruh peserls yang dinyatalkan lulus  selelsi
administrasi diwajibkan mengiknti seleksi tertulis,
psikotes, wawancancara dan /atan Penyampaian visi
dan miai.

Pasal 12

Darl peluksaiasn scleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat [3), panitia memetapkan 10
[sepulub) ovang calon angguta KPPAD utusan dan
DiASIGE-TNABITE, Ullsil.

Setiap unsur diwakili 1 [satu) orang dan paling
Baryak 2 |[0ua) orang.

Fanitis menyvampailkan nama-nema 10 [sepuhih}
orang calon  angpgota  KPPAD  haw]  seleksi
schagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.



Paeal 15

(1} Panitia menpurmimkan seczra luxs scleksi Calon
Arngpoia KPPAD melahd media massa ocetek dan
elektronik, surat cdaran serta tiedia lainnya.

{2] Prmpumuman aeleis Alrggota KPPAD
mencantymlcamn ;

a. Persyaratan calon:

b, Wakwr penginiman berkas:

v, Wakin melaksanakan seleksi; dan

d. Waktu scivksi kelavakon dan kepatutan oleh
KEPAD,

Pasak 16

FPersyaratan Calon KPPAD melipuf -

8. Herpendidikan  sekurang-kurangnya Abh Madva
(D3) ;

L. Berusia minirmal 30 tatmn;

. Mendapst persetufuan dari ivsbansi/ organisos [
lembaga yang bersangkutan;

d. Sehal jusmani dan rohani; :

e, Tidak sedang menjulani proses hukum kerena
kasyis pidana;

.  Tidak sebagai anpgets partad politile

g Berdomiml di Kobupaten Natuna;

h. Bersedia skiif schagai ansenta KPFAD,

Pasal 17

{1) PuniGa melaknkan Prmeriksoan aeluruh
Keleénglkapan Administrasi calos anggots KPPAD,

(2] Calon anggoia yang berkasnya tidek  Jenplsp
dan/alay iduk memenuhi Perayarutan dinyatadcan
BUguT.

(3} Selurth peserla yang dinyarken Toluas  scleicsi
adrmmistrasi diwajibkan mengikoet? selelksi tertulis,
psikotes, wawancancara dan fatau Penyampaian visi
dan misi,

Pasal 18

i1} Dan pelaksanaan seleks schagaimana dimeksod
dalam Paszal 37 ayat {3), panitio menctapkan 10
(eepuluhl orang calon enggols KPPAD uomisan dar
MaSNE-NEYITE WIS,

{1} Betap unsyr diwakili @ (satu} ommng dan paline
banyak 2 [dua) orang.

(3} Pamba menvampaikon nama-vama 10 [(sepuloh)
orang calen aneggota EKPPAD  busil  seleksi
S ARAF HGURDINAS) -{ sebagaimana werselbul pada syat (1) kepada Bupati.
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Pazal 15

{1} Pamtia mengunmumban secara huas sclcksi Caion
Angpota EPPAD melalui meodia moassa cetak dom
slekironik, surat edaran sevta medip lainnya.

(2} [Pengumuman seclelonl Anggola KFPAD
mrneamtumban A
4. Persvaratan calon;

b. Walitu pongiviman berkas;

¢, Waki melaksanakan scieksi dan

d. Walkchn selekrsi lrelayakan dan kepahitan oleh
M‘Pﬁn . ! - . » B £ " ;

Paxal 16

Persyaraian Calon KPPAD melipud ¢

a.  Berpendsthkan sekurang-kurangnye Serjona {51)

b, Berusia mindmal 30 tahun;

c. Mendapatl persetupian dari instansif orgarisasi [/
lembags vang bersangharian;

d. Sehal jusmani dap rohani;

. Thlak =zedang menjalani proses bukum Tarena

kasus pidans;

Tidak schagai angpots partad politik:

Berdronisil fi Kabupaten Natmna:

Horsedia aktif sebapad anpgota KPPAD,

T

Pagal IT

{1} Panitia miclakukan Pene o scluruh
kelenglcapan Administrasi calon angpota KPPAE.

{2] Calon wmngegota yang berkasnve tdak lengkap
dan/atau tidek memenuabi Persyaratan sinyeialen
T, '

() Beluruh peserta yang dinvatakon lohlus  selelkad
odinimatrasr divajibkan mengiooet seleksl tortulis,
psthotes, wavwancaocems dan/afan PFenyampatan visi:
dgry orias.

Paxal 18

{1] Dart pelalsanaan scleksi sebappimena dimalesud
dalam Paszal 17 wyal {3), panitia menetapkan 10
fgepububh) ovang calom arpeota KPPADY widsan deavd
MAsIng-masing Wisdr.

{2) Setiap upsnr diwekili | [satu} orang dan paling
banyak 2 {deal orang,

(3 Panilia menyampaikan nama-nama 10 {sepualgh)
orang coalen  angpeta KPPAD  hasidl  selehsi
sebagaimana terschbat pada ayat (1] kepeadas Buput,

| poperHODADIHASY
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Pasal 19

(1] Bupat menyampsikan 10 (sepulub} pama calon
hasil scloksi panitia kepada DPRD.

(2} Melalnilkan selekai  kelayaken dan  hkepabitan
lerhiadap 10 (gepuluh) orang calon KPPAD ferasbutl

pada avat (1).

i3t DPRD memilih 6 (enam) erang caiom anggota KPPAD
dari 10 |sepuluh) oreng celon vang diwsulkan
Bupati terschbul pada ayat (1).

{4y DPRD meonyvampaiksn kepada Bupatl nama-nama &
(enam] orang calon snggola KPPAD hasil sclcksi
kelayakan dan kepatutan yang dilalukan oleh
OPRD.

(5] Dari 6 tenam) orang calon yang disampaikan DERD
terschut pada ayat 1), selanjubmya Bupah memilin
dan menetapkan 3 (lima) orang diantaranya schagm
anggota KPPAD defenitif

Faxal 20

Bupati melantik dan menpguluhkan Anggota KFPAD
terpilih,

Pazal 21

Sehelum  meloksanakan  tugasnys  angeota  KPPAD
diwajibkon mengucapkan sumpah dan janp sebagei
berikut :

DEMT ALLAFL SATA BERSUMEPAH f5AYA BERJAN.II
BAHWA SAYA UNTUR DIANGKAT SEBAGAT ANGGOTA
KOMIST PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN NATUNA EBAMK  LCANGSUNG
MAUPUN TTDAR LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH
APAFLIN JUGA THIAK MEMBERI ATAU MENVANCGUTT
AKAN MEMBERI SESTUATL KEPADA SIAPAPUN JLICGA,

BAHWA SATA AKAN SETIA DAN TAAT KEFADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU
YANG MENURUT SIFATNYA ATAIT MENURUT PERINTAH
FIARIIS BAYA RAHASIAEAN.

BAIFWA SAYA TIIAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SESUATLT PEMBERIAN BERITPA APA SAJA  LART
SIAPAPUIN R7GA YANG SAYA TAHU PATUT DAPAT

SIRAFROUADINASE | MENGIRA BAHWA JA MEMPUNYAT HAL YANG
~1  DERSANGEKUTAN ATAU MUNGKIN RERSANGEUTAN

T, n e
e T e =

FIEA AN TADRATAN ATAL PEFERIAAN SAYA,



BAHWA SAYA DALAM MEMIALANKAN JABATAN ATAL
PEKERJAAN SA¥YA  SENANTIASA  AKAN LERIH
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADRA
KEFENTINGAN SAYA SENDIRI SESEQRANG  ATALD
COOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTTASA AKAN MENJUNJIING TING
KEHORMATAN NECOARA DAN PEMERINTAR REPUDLIC
INTMONEZSIA,

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JILUR, TERTIS,
CERMAT  PAN  SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN
NECARA DAN DAERAH,

Yasal 22

Maza impgas anggotn KPPAD selama 5 (lima) tabun
terhifiing aejsk tangeal pelantikan/ pengukuhan scbayal

anmaota KPPAL.

BAB V
PERGGANTIAN ANTAR WARTU

Pasal 23

(1] Angpota KPPAD yang berhenil sebelum berakhar
masy  tugssnya  akan  digantikan oleh  KPRPAD
pengeanti antar walctha sampa dengan  berakibutnye
masa lupss anpeoia KPPAD tersebut

(2] Angpota KPPAD pengganti entar waltha berasal dari
naslr vang sama dengan anggota vang digantikan.

(2] Pemilih angpota KPPAD penggand anlar waktn
didasarkan pada ramgking haszil seleksi vang tciah
direkomendazikkan olch PR Kepada Bupati.

(3] Jika calon anggota KPPAD Pengeend antar wakin
zeguai dengant tanghing tidak bersedin dan aran
tidak diketobui keberadaznya maks penppanil: antar
walktu dipilih dan rengking berikutnya.

(8} Jika calon schegeimans pada ayat [4), diatas tidak
bersedia dan/atau tidak ditcroukan keberadagntiya,
maka Bupati dapat menpangkat anpgota KPPAD
petipanti  antar waldn  yang  bhdak  termasul
dan/atan Hdak pernah mengikuti sclckst beraaal
dari UNsur yang sama.
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BARV
LEMBAGA

Pasal 24

KFPAD mengpunakan lambang Kalbupaten Natuna yang
dibagian bawahnya diberi simbol tukia KFPAD.

Pasal 25

Penggunaan tanda lambrang sebagai mana dimaksudkan

pada Pasal 24 mehpud :

a. FKepala surat unink surat-sumab yang  ditanda
tangani olch ketna dan [ st anpgota KPPAD

kainnya.

b. Pada PIN tanda pengensl yang dikenaksn pada
pakaian anggota KPPAD.

¢. Pada stempel vang digunakan khusus olch anggola
KPPAD.

d. Pada kartu idemtites angeota KPPAD lainnya,

BAR VI
MEKANISME KERJA

Pasgal 26

Mekanisme Kerja KPPAD adalah sebagm berikuat @
a  Polaksanaan Tugas KEPPAD dimkohle  dengan
nengtamalean musyawarah untok noufaloat,

k. Laporan,sarzm, masukan, dan pertimbangan lkepads
Bupati disampaikan stas dosar kesepakatan anggota
KEFFAD,

c.  Apabila dipsndang perin, KPPAD dapat melalcioan
kerjusama dengan instansi Pemerintzh, baik Pusat
manpun Dacrah, organisasi masyarakat, para sahis,
dan pihak-pihak lain yeng dipandang periu.

d. Dalam melaksanakan gasnya KPPAD dibeoi oleh

¢, Ketentnan Ichih lanjmt mengenai mekanisme ketja
KEIPPAD diatur dalam Peraturan Tata Terlib EFPPAD.

#i Untulk Lkelancaran peleksanazsn  Tupas-logasoya,
KPPAD dapat mengengkat tenags ahli.

g HKetentuan Icbih lanfut  mengenai pCORADKkalan
Tcnaga Ahli dan pembentukan Sekretariat KFRAD
dimiiar Iebih Ianjut demgan Peraturan Bupafi.
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BAE VII
PEMBIAYAAN

Pazal 27
Binya yang dipertukan bagi  Pelaksanasn  kegiatan
operasional KPPAL Kabupaten Natuna dibebankan kepada
Angparan Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten
Natuna.

BAB VIO
KETENTUAN PENUTTP

Pazal 28
Peraturan PBupati ni mulai berdakn  pada  tangeal
dinndatgkan.

Agar  sebap orang mengetahminys,  momernmiahlon

Pengundangan Peraturan Bupati imi dengan
perempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna,

Drielaplan di Ranai

pada tanggal 13 Wmtxl afall
BUPATT NATUNA,

ttd

[LYAS SABLT

Lhundangkan di Ranas
pada tanggal 13 jppaiert FU7

trd

BEKRETARIS D;!;ER;LH
KABUPATEN NATUNA,

BYAMBURIZON

BERITA DAERAH KARUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR &

PARAF KODROIMAS
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